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PUTUSAN
Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Ktb
o ,j&% i :
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 21 Desember 1989, agama
Islam, pekerjaan admin PT Batulicin Beton Aspal (BBA),
pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kab. Kotabaru,
Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Alam Rengga Sukmawijaya, S.H. dan Oktevianus
Iwan, S.H. Para advokat/penasehat yang berkantor di Jl
Singabana No. 80 Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau
Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Email:
ranggadrecht@gmail.com No. Handphone
(082256583081), berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 25 November 2021, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Nomor 86/Skks/2021/PA.Ktb tanggal 30
November 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir kotabaru, 16 Agustus 1983, agama Islam,
pekerjaan belum bekerja, pendidikan SLTA, tempat
kediaman Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai
Tergugat;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 November 2021

telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
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Agama Kotabaru secara elektronik (ecourt) dengan Nomor
410/Pdt.G/2021/PA.Ktb, pada tanggal 30 Nopember 2021 yang telah diperbaiki
tertanggal 7 Desember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa, pada tanggal 07 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru
(Kutipan Akta Nikah Nomor 500/43/VI1/2011 tanggal 07 Juli 2011);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di : JI. Tambak Blok B
No. 05 Rt. 12, Desa Semayap Kecamatan Pulau Luat Utara Kabupaten
Kotabaru, kemudian pada bulan oktober 2011 penggugat memutuskan
mengikuti tergugat pindah ke kabupaten batulicin karena tergugat
mendapat pekerjaan. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di
karuniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dengan Tergugat yang
lahir pada tanggal 17 Juli 2012 di Tanah bumbu;
3. Bahwa sejak penggugat melahirkan anak pertama pada tahun
2012 terjadi cekcok pertama kali tetapi hanya hal — hal kecil saja dan
bisa rukun kambali;
4, Pada bulan oktober 2018 tergugat memutuskan berhenti bekerja
dengan alasan ingin membangun usaha sendiri dan sampai saat ini
usaha yang ingin di rintis tergugat tidak tercapai sama sekali dan
disinilah mulai kembali cekcok antara penggugat dan tergugat;
5. Bahwa Mengetahui tergugat memutuskan untuk berhenti bekerja
dan hanya bermain game dirumah maka penggugat berinisiatif untuk
mencari pekerjaan dan Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan
Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama;
6. Bahwa Pada awal bulan oktober tahun 2019, 3 hari setelah
cekcok penggugat dan tergugat pergi ke kotabaru untuk meminta
nasehat kepada kaka kandung penggugat agar dicarikan jalan keluar
dan hasil pertemuan tersebut ialah agar kedua belah pihak untuk
intropeksi diri masing — masing terlebih dahulu;
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7. Bahwa Seiring berjalan nya waktu tergugat tidak menunjukkan
tanda- tanda untuk merubah sikapnya untuk lebih baik;
8. Bahwa Pada malam tanggal 12 desamber 2019 terjadi
pertengkaran kembali dan ini merupakan puncak pertengkaran antara
penggugat dan tergugat kemudian penggugat pergi dari rumah untuk
menghindari tergugat, penggugat mencoba menenangkan diri kerumah
saudari Herliyani teman penggugat ;
9. Bahwa pada tanggal 13 desember 2019 ke esokan harinya,
tergugat menghampiri penggugat di rumah saudari herliyani untuk
mengucapkan TALAK kepada penggugat;
10. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 tergugat pergi
meinggalkan rumah, antara penggugat dengan Tergugat telah pisah
tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sampai saat ini;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa
mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali
bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau
rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan
datang. Dengan demikian, gugatan Cerai Talak Penggugat telah
memenuhi  persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan

Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat Terhadap
Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
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SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil’lkuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara
(relaas) panggilan Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Ktb, tanggal 8 Desember 2021,
yang dibacakan di Persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan
Tergugat dan memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa
khusus Kuasa Hukum Penggugat guna memeriksa keabsahan formil dan
materiilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk
mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar tidak
bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangganya bersama
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi
sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) No.1 Tahun 2016;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis
Hakim, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum
gugatan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan domisili tanggal 3 Maret 2020, yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau laut Utara,
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Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya
dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan
paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 500/43/VII/2011
tanggal 07 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokan dengan aslinya,
yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian
diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi-Saksi
1. Saksi 1 Penggugat, tempat dan tanggal lahir
Surabaya, 07 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru. Saksi
mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2019,
sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang paling
dominan adalah karena Tergugat malas kerja dan sering main game
sehingga tidak ada nafkah untuk keluarga, selain itu Tergugat telah
menyerahkan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar, tapi pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling
bertegur sapa;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat dan

Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih sejak 2(dua) tahun yang
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lalu, hingga sekarang. Yang pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama adalah Penggugat karena diserahkan Tergugat;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga juga sudah berupaya untuk
menasihati Penggugat agar rukun kembali dan bersabar tidak bercerai
dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi
merukunkan;

2, Saksi 2 Penggugat, tempat dan tanggal lahir Barabai, 25
September 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru. Saksi
mengaku sebagai sahabat Penggugat, telah memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun
2019,sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang paling
dominan adalah karena Penyebabnya saya tidak tahu, namun dari cerita
Penggugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan
masalah finansial/ekonomi sebab Tergugat berhenti kerja dan saat
bekerja juga tidak disiplin sehingga diberhentikan dari tempat kerjanya,
selain itu Tergugat juga kurang perhatian dengan Penggugat karena
sering main game;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar, namun pernah melihat mereka tidak saling bertegur sapa;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat dan
Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih sejak 2(dua) tahun yang
lalu, hingga sekarang. Yang pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama adalah Penggugat karena diserahkan oleh Tergugat;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga juga sudah berupaya untuk

menasihati Penggugat agar rukun kembali dan bersabar tidak bercerai
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dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi

merukunkan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat melalui Kuasa
Hukumnya menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan
kepada majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal
sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir
dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula
menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah
untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun
menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Ktb,
tanggal 8 Desember 2021 yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan
patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan
Termohon dan memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa
khusus Kuasa Hukum Pemohon guna memeriksa keabsahan formil dan
materiilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Penggugat telah
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, Nomor
86/Skks/2021/PA.Kth. tanggal 30 Nopember 2021 dengan dilampiri fotokopi
berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana
tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa Khusus tersebut
telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus
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sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971
Tanggal 23 Januari 1971 jis. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober
1994, sehingga kuasa berhak beracara dengan mewakili maupun mendampingi
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo.
Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, kepada Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan
maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara
ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan;
Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan
surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum. Bahwa
sejak penggugat melahirkan anak pertama pada tahun 2012 terjadi cekcok
pertama kali tetapi hanya hal — hal kecil saja dan bisa rukun kambali. Pada
bulan oktober 2018 tergugat memutuskan berhenti bekerja dengan alasan ingin
membangun usaha sendiri dan sampai saat ini usaha yang ingin di rintis
tergugat tidak tercapai sama sekali dan disinilah mulai kembali cekcok antara
penggugat dan tergugat. Bahwa Mengetahui tergugat memutuskan untuk
berhenti bekerja dan hanya bermain game dirumah maka penggugat berinisiatif
untuk mencari pekerjaan dan Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan
Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Bahwa Pada awal bulan
oktober tahun 2019, 3 hari setelah cekcok penggugat dan tergugat pergi ke
kotabaru untuk meminta nasehat kepada kaka kandung penggugat agar
dicarikan jalan keluar dan hasil pertemuan tersebut ialah agar kedua belah
pihak untuk intropeksi diri masing — masing terlebih dahulu. Bahwa Seiring
berjalan nya waktu tergugat tidak menunjukkan tanda — tanda untuk merubah
sikapnya untuk lebih baik. Bahwa Pada malam tanggal 12 desamber 2019
terjadi pertengkaran kembali dan ini merupakan puncak pertengkaran antara
penggugat dan tergugat kemudian penggugat pergi dari rumah untuk
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menghindari tergugat , penggugat mencoba menenangkan diri kerumah saudari
Herliyani teman penggugat. Bahwa pada tanggal 13 desember 2019 ke esokan
harinya, tergugat menghampiri penggugat di rumah saudari herliyani untuk
mengucapkan TALAK kepada penggugat. Bahwa pada tanggal 15 Desember
2019 tergugat pergi meinggalkan rumah, antara penggugat dengan Tergugat
telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini
sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga
dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang
ternyata telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan
majelis bahwa Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan
Penggugat dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak
keperdataannya, sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka
Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan putusan
atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sebagaimana Pasal 149 ayat
(1) RBg dan doktrin hukum ulama Islam dari Kitab Al-Anwar, Juz 3, halaman
55, dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini:

aiadl aslil 5> ant ol 5)l9i ol jjmis jimi 0L
Artinya: “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib,
maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, yang memiliki aturan khusus (lex specialis derogat legi generalis),
yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami
istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk
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mengetahui lebih jelas alasan tersebut, Penggugat tetap diwajibkan untuk
membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti
yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Majelis
hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana
ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 yang
selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan fotokopi Surat keterangan
domisili atas nama Penggugat yang merupakan bukti surat akta otentik, dengan
kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan
sebaliknya, yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang dan telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285
dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang
Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan
mengenai identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan
Agama Kotabaru dan beragama Islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat. Maka
sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975, secara absolute menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan
secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta
Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan bukti surat akta
otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak
dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan
bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285
dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang
Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan
mengenai ikatan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai
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suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak
telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sesuai ketentuan Pasal 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11, 12,
dan 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.
Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya
Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam
perkara a quo (persona standi in judicio), sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2
(dua) orang saksi, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan
di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah
dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang
dikehendaki Pasal 171, Pasal 172, Pasal 174 dan Pasal 175 R.Bg. maka
secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis mempertimbangkan
sebagai berikut;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai
pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri, dan
keterangan saksi 1 dan saksi 2 relevan dengan dalil-dalil penyebab perselisihan
dan pertengkaran yang harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa sebab
perselisihannya adalah karena Tergugat malas kerja dan sering main game
sehingga tidak ada nafkah untuk keluarga, selain itu Tergugat telah
menyerahkan Penggugat kepada Saksi. Dengan demikian saksi 1 dan saksi 2
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 RBg, dan keterangan
saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pada umumnya telah bersesuaian dan cocok
antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2
memiliki  kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat diterima dan
dipertembangkan sebagai alat bukti saksi. Sehingga Penggugat dipandang
telah mampu membuktikan dalil gugatannya yaitu telah terjadi perselisihan
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terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan sudah
pisah rumah sekitar sejak 2(dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai
dengan menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat, sehingga dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi
yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat
dan Tergugat, maka majelis hakim menilai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah
terpenuhi;

Fakta Hukum Persidangan
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang
dihubungkan dengan alat-alat bukti Penggugat di persidangan berupa surat dan
saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum
persidangan sebagai berikut:
-------- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama
yang paling dominan adalah Tergugat malas kerja dan sering main game
sehingga tidak ada nafkah untuk keluarga, selain itu Tergugat telah
menyerahkan Penggugat kepada kakak kandung penggugat;
------- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 2
(satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
-------------- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar
Penggugat diceraikan dengan Tergugat. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum

persidangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
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Menimbang bahwa secara yuridis menurut pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan
tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu
adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri
dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai

gugat maupun cerai talak yaitu:

Adanya alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun;

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang
telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat malas kerja dan sering
main game sehingga tidak ada nafkah untuk keluarga, selain itu Tergugat telah
menyerahkan Penggugat kepada kakak kandung Penggugat, dengan demikian
unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang
terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama
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kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu
telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat
kembali rukun, akan tetapi upaya merukunkan tersebut tidak berhasil, dengan
demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan
sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan
Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai
PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian unsur ketiga juga
telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk
kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995
tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut:
“Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana
keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada
harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang
harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi alasan
perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama
Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan
berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Gugatan/
Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga
sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil,

2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;

3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya
sebagai suami isteri;

4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
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5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita
idaman lain, Pria idaman lain, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan
keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti yang
diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan
kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau
kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan
mendatangkan rasa tidak aman, mudharat atau mafsadat dari pada maslahat
bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam
menghindari mudharat atau mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil
manfaatnya, sebagaimana kaidah Fighiyyah yang berbunyi :

Alooll s e padio awlaalls s
Artinya: “menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil
kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap
suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai
dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabigq dalam kitab Fighus
Sunnah juz Il halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim
dalam perkara a quo yang berbunyi sebagai berikut:

0V azg JS o s s V 0l Lo Jasw asall 9o ol (s
oo g2y wuaity adSIL as el Jl Josill wluwl e
LolSs gibdall jans il V Lo gilidall (o wl.lgio Jllg  puall
cuasiis ((OWI 1) guidlguinl 51 Logins gazll 09 agiol

s lnoll
Artinya: “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup
sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan
beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah
tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul

diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya
menjadi kalut.”
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B4

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka petitum gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka
gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan
Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba’in
shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta
Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal
1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat
dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan

patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga

puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh H. Riduan, S.Ag.
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sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H., dan Imaduddin
Sakagama, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Hi.
Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat

didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Imaduddin Sakagama, S.H.I.
Azhar Nur Fajar Alam, S.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2 Biaya Proses Rp. 50.000,00
3 Biaya Panggilan Rp. 400.000,00
4 PNBP Surat Kuasa Rp. 10.000,00
5 PNBP Panggilan Rp. 20.000,00
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6 Biaya Redaksi Rp. 10.000,00
7 Biaya Materai Rp. 10.000,00

JUMLAH Rp. 530.000,00
Terbilang : (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
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